UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Evaluasi Proses Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Studi pada Pemerintah
Kabupaten

Blora

DANANG SURYO YUNANTO, Prof. Slamet PH., MA., M.Ed., MA., MLHR., Ph.D.

Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

, Undang-undang Republif Indonesia Nomor. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.

, Undang-undang Republif Indonesia Nomor. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah.

, Undang-undang Republif Indonesia Nomor. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalh
Daerah.

, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. [3 Iahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 59 Iahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun
20006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Allen, Richard, & Tommasi, Daniel, 2001, Managing Public Expenditure . A
Refference Book for Transition Countries, OECD Publications Service,
Paris

Andersen, A.L., Lassen, D.D., & Nielsen, L.HW., 2010, Zate Budgets,
Department of Economics, University of Copenhagen, January 29.

Akbar, R., 2011, Performance Measurement and Accountability in Indonesian
Local Government, Disertasi, Curtin Business School, Perth, Australia.

Akbar, R., Pilcher, R. and Perrin, B., 2015, "Implementing Performance
Measurement Systems: Indonesian Local Government under Pressure,”
Qualitative Research in Accounting & Management, Vol. 12, Iss 1, pp.
3-33.

Arniati, Imelda, & Kartikaningdyah, E., 2010, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya
Manusia, Politik Penganggaran, Perencanaan dan Informasi
Pendukung terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen
KUA-PPAS di  Lingkungan Pemerintah Kota Tamjung Pinang,
Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.

Bastian, 1., 2001, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, BPFE, Yogyakarta

Bastian, 1., 2008, Keterlambatan APBD Dalam Analisis Siklus, Jurnal Akuntansi
dan Keuangan, Volume 7, Nomor 2, September 2008, Hal. 115-130.



Evaluasi Proses Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Studi pada Pemerintah
Kabupaten

Blora

DANANG SURYO YUNANTO, Prof. Slamet PH., MA., M.Ed., MA., MLHR., Ph.D.

Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Braun, V. and Clarke, V. (2006), Using thematic analysis in psychology,
Qualitative Research in Psychology, Vol.3, No.2, pp.77-101.

Creswell, John. W, 2009, Researc/h Design Quantitative, Qualitative and Mixed
Method Approach. 3 ed., California: Sage Publication, Inc.

Dantes, Nyoman, 2012, Metode Penelittian, Andi, Jogjakarta

Fadzil, Hanim, F., & Nyoto, H., (2011), Fisca/ Decentralization after
Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia, World
Review of Business Research, Vol. 1, No., 2, Hal. 51-70.

Gribaldi, 2008, Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Penyusunan APBD, Jurna/
Dinamifa Fisip Universitas Baturaja, Volume 1, Nomor 2, Desember
2008, Hal. 12-20

Halim, Abdul, 2004, Akuntansi Sektor Publik.: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi
Revisi, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Halim, A., & Abdullah, S., 2006, Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah
Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi), Jurnal/
Afkuntansi Pemerintas, Volume 2, Nomor 1, Mei 2006, Hal. 53-64.

Halim, A., Tjahjono, A., & Husein, M.F., 2009, Siszem Pengendalian Manajemen,
UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Jamiyla, Azwardi & Burhanuddin, 2013, Perilaku Organisasi dan Kinerja Sistem
Akuntansi Pemerintah daerah (SAPD) pada Pemerintahan daerah di
Sumatera Selatan, Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado.

Jumaidi, L.T., 2014, Perilaku Legislatif dalam Praktik Penganggaran dengan
Pendekatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal, Simposium Nasional Akuntansi
XVII, Mataram.

Kartiko, S.W., 2011, Pengaruf Ketidakmayoritasan Partai Politik Kepala daerah
dalam DPRD (Divided Governmanet) terhadap Keterlambatan
Penetapan APBD (Budget Delay) berdasarkan Perspektif” Ekonomi
Politik, Tesis, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FEUI, tidak
dipublikasikan.

Lane, Jan-Erik, 2000, 7/%e Public Sector-Concepts, Models and Approaches, Sage
Publications, London



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Evaluasi Proses Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Studi pada Pemerintah
Kabupaten

Blora

DANANG SURYO YUNANTO, Prof. Slamet PH., MA., M.Ed., MA., MLHR., Ph.D.

Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Leloup, L.T., & Moreland, W.B., 1978, Agency Strategies and Executive Review.
The Hidden Politics of Budgeting, Public Administration Review, Vol.
38, No. 3, pp. 232-239, Blackwell Publishing

Miles, M.B. and Huberman, AM. (1984), Qualitative Data Analysis, A
Sourcebook of New Methods, Beverly Hills, California: Sage
Publications,Inc.

Mardiasmo, 2005, A4untansi Sektor Publik, Andi Yogyakarta.

Pandanwangi, C.A., & Ritonga, 1.T., 2010, /dentifikasi Faktor-Faktor Penyebab
Terjadinva Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus
Kabupaten Rejang Lebong Iahun Anggaran 2008-2070). Simposium
Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.

Patton, M.Q. (2009), Metode Evaluasi Kualitatif, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.

Posner, P., & Park, C.K., 2007, Role of the Legislature in the Budget Process:
Recent Trends and Innovations, OFCD Journal on Budgeting, Volume 7,
Nomor 3.

Pramita, Y.D., & Andriyani, L., 2010, Determinasi Hubungan Pengentahuan
Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan
Daerah (APBD), Simposium Nasional Akuntansi XIII, Makasar

Rachmawati, S., 2008, Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan
Terhadap Audit Delay dan Timeliness, Jurnal Akuntansi dan Keuangan,
Volume 10, Nomer 1, Hal. 1-10.

Riharjo, 1.B., & Isnadi, 2010, Perilaku Oportunistik Pejabat Eksekutif dalam
Penyusunan APBD, Jurnal Ekuitas, Vol. 14, No. 3, Hal. 388-410.

Rahayu, S., Ludigdo, U., & Affandy, D., 2007, Studi Fenomenologis Terhadap
Proses Penvusunan Anggaran Daeral Bukti Empiris Dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Provinsi Jambi, Simposium Nasional Akuntansi X,
Makasar.

Sardjito, B., & Muthaher, O., 2007, Pengarus Partisipasi Penyvusunan Anggaran
Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daeral . Budava Organisasi dan
Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating, Simposium
Nasional Akuntansi X, Makasar



Evaluasi Proses Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Studi pada Pemerintah
Kabupaten

Blora

DANANG SURYO YUNANTO, Prof. Slamet PH., MA., M.Ed., MA., MLHR., Ph.D.

UNIVERSITAS ’ ’ ) ’ ) . ) ’
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Samuels, David, 2000, Fiscal Horizontal accountability? Toward Theory of
Budgetary "Checks and Balances" in Presidential Systems. University
of Minnesota, Working paper Presented at The Conference on
Horizontal accountabillity, University of Notre Dome

Sutaryo, & Carolina, Oki, 2014, Ketepatan Waktu Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah di Indonesia,
Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram.

Sopanah, 2012, Ceremonial Budgeting dalam Perencanaan Penganggaran
Daerah - Sebuah Keindahan yang Menijpu. Simposium Nasional
Akuntansi XV, Banjarmasin

Suryantala, W., (2013, 07 Desember), 62,32 Persen Kabupaten/kota Tetapkan
APBD  7epar  Waktu, diperoleh 26  Januari 2015, dari
http://bali.antaranews.com/berita.

Tim Website, (2013, 02 Agustus). Kelola Keuangan Daerah dengan Iépat,
Diperoleh 26 Januari 2015, dari http://keuda.kemendagri.go.id/artikel.

Umar, Husein, 2003, Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Iésis Bisnis, PT.
Gramedia Pustaka, Jakarta

Winarna, J., & Murni, S., 2007, Pengaruh Personal Background. Political
Background, dan Pengentahuan Dewan tentang Anggaran Ilérhadap
Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus di
Karisidenan Surakarta dan Daeral Istimewa Yogyakarta Tahun 20006),
Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar

Yin, Robert, K. 2013. Case Study Design and Method. Cetakan 13. PT Rajawali
Pers


http://keuda.kemendagri.go.id/artikel.

